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
 

HAM adalah seperangkat hak yang melekat 
 pada hakekat dan keberadaan manusia 

 sebagai mahluk Tuhan YME dan merupakan 
 anugerahNya yang wajib dihormati, 

 dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 
 hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 
 kehormatan serta perlindungan harkat dan 
 martabat manusia. 

3



Hukum HAM

Pemangku KewajibanPemangku HAM

Individu Negara

To FulfilTo protectTo respect

OmmissionCommission




 

Dalam hukum HAM, negara c.q. pemerintah 
 mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban 

 (duty bearer). Kewajiban yang diemban negara terdiri 
 atas tiga bentuk, yaitu menghormati (to respect), 

 melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil). 
 Kewajiban untuk menghormati (obligation to respect) 

 adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk 
 tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang 

 sah (legitimate)





 
Pelanggaran negara karena pembiaran (by omission) 

 terjadi ketika negara tidak melakukan suatu tindakan atau 
 gagal untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang 

 diperlukan untuk melaksanakan kewajiban hukum



 
Contoh pelanggaran karena pembiaran ini di antaranya 

 adalah:
1.

 
gagal untuk mengimplementasikan pendidikan gratis di 

 tingkat dasar bagi warganya (hak atas pendidikan);
2.

 
gagal untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya 

 (hak atas pekerjaan);
3.

 
gagal untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar (hak 

 atas kesehatan);
4.

 
gagal untuk mengubah atau mencabut undang‐undang yang 

 tidak sesuai dengan nilai hak asasi manusia.



KEBEBASAN KEBUTUHAN

Kebebasan Dasar/Hak Yang 

 Tak Dapat Ditangguhkan
(Freedom/Right In Itself)

Kebebasan/Hak Sosial
(Freedom/Right For Itself) Berhak Atas

Mutlak:
Tak boleh ditangguhkan 

 (ditunda) maupun dibatasi 

 atau dikekang

Melalui:
Norma hak‐hak manusia, 
konstitusi

Kemauan/Niat:
Batas minimum tertentu, 

 dapat ditunda pemenuhannya 

 berdasar prioritas tp hrs direa‐

 lisasikan scr bertahap

Melalui:
Perencanaan, kebijakan, atau 

 program pengembangan 

 sumber daya

Relatif:
Dalam situasi dan alasan 

 tertentu boleh dibatasi atau 

 dikekang berdasarkan 

 hukum (UU)

Melalui:
Konstitusi, UU, sistem 

 peradilan ,dan pengadilan

MelindungiMenghormati

Hak Individu/Kerlompok

Memenuhi

Kewajiban

 
Negara

(‐) tanpa intervensi (ommission) Intervensi penuh (commission) (+)



DIMENSI-DIMENSI  HAK  ASASI MANUSIA

PENGHORMATAN 
(tidak ada gangguan 

dalam pelaksanaan hak)

PERLINDUNGAN 
(mencegah pelanggaran 

oleh pihak ke tiga)

PEMENUHAN 
(penyediaan 

sumberdaya dan 
hasil-hasil kebijakan)

Hak-hak sipil 

dan politik

Mengupayakan adanya hukum 
yang melindung warga agar 

tidak terjadi penyiksaan, 
pembunuhan tanpa 

pengadilan, penghilangan 
paksa, penahanan sewenang- 

wenang, pengadilan yang 
tidak adil, intimidasi pada saat 
pemilihan umum, pencabutan 

hak pilih

Pemerintah harus 
mengupayakan tindakan untuk 
mencegah pelaku non-negara 

melakukan pelanggaran seperti 
penyiksaan, pembunuhan tanpa 
pengadilan, penghilangan paksa, 
penculikan dan intimidasi pada 

saat pemilihan umum

Pemerintah harus 
melakukan investasi 

dalam bidang kehakiman, 
penjara, kepolisian dan 
pemilihan umum, serta 

alokasi sumberdaya untuk 
kemampuan masyarakat 

Hak-hak 

ekonomi, 

sosial dan 

budaya

Mengupayakan hukum yang 
melindungi warga dalam 

bidang kesehatan, pendidikan 
dan kesejahteraan, serta 

alokasi sumberdaya yang 
kurang

Pemerintah harus melakukan 
tindakan untuk mencegah pelaku 

non-negara berperilaku 
diskriminatif sehingga 

membatasi akses dalam bidang 
kesehatan, pendidikan serta 

bidang kesejahteraan lainnya, 
atau merusak sda masyarakat, 

mengurangi kualitas hidup 
masyarakat dll

Pemerintah harus 
melakukan pemenuhan 

secara progresif; Investasi 
di bidang kesehatan, 

pendidikan dan bidang 
kesejahteraan lainnya 

serta alokasi sumberdaya 
untuk kemampuan 

masyarakat
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
 

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana 
 sebagaimana dimaksud dalam Undang‐

 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
 sebagaimana telah diubah dengan Undang‐

 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
 Perubahan atas Undang‐Undang Nomor 31 

 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
 Pidana Korupsi.




 

Berdasarkan itu, korupsi dirumuskan dalam 
 30 bentuk, yang dikelompokkan ke dalam 

 kerugian keuangan negara, suap‐menyuap, 
 penggelapan dalam jabatan, pemerasan, 

 perbuatan curang, benturan kepentingan 
 dalam pengadaan, dan gratifikasi. 




 

Masyarakat Transparansi Indonesia:


 
Pengertian "korupsi" lebih ditekankan pada 

 perbuatan yang merugikan kepentingan publik 
 atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi 
 atau golongan. 



C = MP + D – A – T dm

C      = corruption (korupsi)
MP   = monopoly power (monopoli kekuasaan)
D      = discretion (keleluasaan wewenang)
A       = accountability (akuntabilitas)
Tdm  = transparency of decision making (transparansi            

dalam pengambilan keputusan




 

Dalam kasus korupsi, biasanya 
 para pelaku dan polanya 

 terjadi secara berlapis‐lapis 
 hingga tak mudah untuk 

 mengungkapnya. Praktek 
 korupsi model seperti ini 

 merupakan sebuah kembar 
 siam kejahatan terorganisir 
 (organized crime) yang 

 mendapat dukungan dari 
 birokrasi pemerintahan.



jejaring yang bisa mencakup regional, nasional 
maupun internasional, yang meliputi unsur 
pemerintahan, politisi, pengusaha dan aparat 
penegah hukum.

nepotisme (di antara mereka yang memiliki hubungan 
darah dengan pejabat publik), kroniisme (di antara 
mereka yang tak memiliki hubungan darah dengan 
pejabat  publik), dan “kelas baru”

 
(terdiri dari semua 

kader partai dan keluarga mereka yang menguasai 
semua pos basah, pos ideologis dan pos yuridis penting)

suap (bribery) di mana prakarsa datang dari warga 
kepada pejabat publik karena dirinya memerlukan 
jasa tertentu dari sang pejabat

Lapis 1

Lapis 3

Lapis 2
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
 

Tak ada desain 
tentang 
“rekonstruksi 
politik”, “partisipasi 
sosial” dan 
“reformasi hukum”, 
sementara upaya 
pemulihan ekonomi 
berjalan di tempat




 

Muncul aktor dominan baru (pemerintahan pusat, 
 pemerintahan lokal, lembaga legislatif, partai 

 politik, organisasi keagamaan dan etnik, birokrasi 
 negara termasuk lembaga yudicial, polisi, militer, 
 milisi


 

Saling jalin hubungan erat dan kolusi (rejim Orde 
 Baru terus eksis, minus Soeharto) di semua lini yang 

 telah terdesentralisasi
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Indikator Politik dan 
 Keamanan
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No Kasus Korupsi Nilai (Rp)

1 Pajak 50 Trilyun

2 Minyak dan Gas 40,1 Trilyun

3 Kehutan 2,3 Trilyun

4 Perbankan 1,8 Trilyun

5 Keuangan daerah 1,3 Trilyun

6 Infrastruktur 597,5 Milyar

7 Pendidikan 204 Milyar

8 Kesehatan 113,4 Milyar



Sektor Indeks

Polisi 4,1

Parlemen 4,1

Peradilan 4,1

Partai politik 4,0

Badan  pelayanan perijinan 3,8

Badan perpajakan 3,6

Sektor privat 3,1

Militer 3,0

Sistem pendiduikan 3,0

LSM 2,8

Pelayanan medis 2,8

Media 2,5

Lembaga keagamaan 2,2

Sumber: Global Corruption Barometer
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
 

Korupsi 
 terjadi di 
 hampir 

 semua 
 kemen‐
 terian 


 

Termasuk 
 di hampir 
 semua 

 Komisi di 
 DPR
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Ranking Negara HDI
1 Norwegia 0,956
2 Swedia 0,946
3 Australia 0,946
9 Jepang 0,938
25 Singapura 0,902
52 Cuba 0,809
59 Malaysia 0,793
66 Bosnia Herzegovina 0,781
72 Brazil 0,775
76 Thailand 0,768
83 Filipina 0,753
111 Indonesia 0,692
112 Vietnam 0,691

Rumus HDI  dibuat dengan 
memperhitungkan harapan 
hidup, ketersediaan literatur 
(pendidikan), dan gross 
domestic product (GDP)

Indonesia setara 
dengan Vietnam, 
Moldova, Bolivia 
dan HondurasH
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RankingRanking NegaraNegara HDIHDI
11 NorwegiaNorwegia 0,9560,956

22 SwediaSwedia 0,9460,946

33 AustraliaAustralia 0,9460,946

99 JepangJepang 0,9380,938

2525 SingapuraSingapura 0,9020,902

5959 MalaysiaMalaysia 0,7930,793

6666 Bosnia Herzego.Bosnia Herzego. 0,7810,781

7676 ThailandThailand 0,7680,768

8383 FilipinaFilipina 0,7530,753

111111 IndonesiaIndonesia 0,6920,692

112112 VietnamVietnam 0,6910,691

RankingRanking NegaraNegara HDIHDI
11 EslandiaEslandia 0,9680,968

22 NorwegiaNorwegia 0,9680,968

33 AustraliaAustralia 0,9620,962

88 JepangJepang 0,9530,953

2525 SingapuraSingapura 0,9220,922

6363 MalaysiaMalaysia 0,8110,811

7878 ThailandThailand 0,7810,781

8383 FilipinaFilipina 0,7710,771

105105 VietnamVietnam 0,7330,733

106 Wil. Palestina 0,731

107107 IndonesiaIndonesia 0,7280,728

Data 2004 Data 2009
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Salah satu hal mengapa di indonesia Salah satu hal mengapa di indonesia 
 korupsi semakin sulit diberantaskorupsi semakin sulit diberantas

•• Karena korupsi sudah Karena korupsi sudah 
 ““mendarah dagingmendarah daging””, sehingga , sehingga 

 perilaku korupsi sudah menjadi perilaku korupsi sudah menjadi 
 hal yang biasa dan bukan lagi hal yang biasa dan bukan lagi 

 dianggap sebagai dianggap sebagai 
 ““penyakitpenyakit””yang harus segera yang harus segera 

 disembuhkan.disembuhkan.

•• Dengan demikian, semakin Dengan demikian, semakin 
 sulitnya membedakan mana sulitnya membedakan mana 
 perilaku korupsi dan mana yang perilaku korupsi dan mana yang 

 bukan korupsibukan korupsi

•• Ibarat maling teriak malingIbarat maling teriak maling

•• Korupsi di manaKorupsi di mana‐‐mana dengan mana dengan 
 melibatkan  eksekutif, legislatif, melibatkan  eksekutif, legislatif, 
 dan yudikatifdan yudikatif




 

Menurut Dr. Sarlito 
 W. Sarwono:  


 

Dorongan dari 
 dalam diri sendiri 

 (keinginan, hasrat, 
 kehendak, dan 

 sebagainya) 


 
Rangsangan dari 

 luar (dorongan 
 teman‐teman, 
 adanya kesempatan, 

 kurang kontrol dan 
 sebagainya) 



Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan 
 Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul 

 "Strategi Pemberantasan Korupsi," antara lain:
1. Aspek Individu Pelaku 


 
Sifat tamak manusia 


 

Moral yang kurang kuat 


 
Penghasilan yang kurang mencukupi 


 

Kebutuhan hidup yang mendesak 


 
Gaya hidup yang konsumtif 


 

Malas atau tidak mau kerja 


 
Ajaran agama yang kurang diterapkan 



2. Aspek Organisasi 


 
Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan 


 
Tidak adanya kultur organisasi yang benar 


 
Sistim akuntabilitas yang benar di instansi 

 pemerintah yang kurang memadai 


 
Kelemahan sistim pengendalian manajemen 


 
Manajemen cenderung menutupi korupsi di 

 dalam organisasi 



3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada 


 
Nilai‐nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya 

 korupsi Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya 
 masyarakat. 


 

Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama 
 korupsi 


 

Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat 
 korupsi 


 

Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan 
 bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif 


 

Aspek peraturan perundang‐undangan 





 
Korupsi mendelegetimasi proses demokrasi dengan 

 mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik 
 melalui politik uang. 



 
Korupsi mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan 

 publik, membuat tiadanya akuntabilitas publik, dan 
 menafikan the rule of law.



 
Korupsi meniadakan sistim promosi dan hukuman yang 

 berdasarkan kinerja karena hubungan patron‐client
 

dan 
 nepotisme. 



 
Korupsi mengakibatkan proyek‐proyek pembangunan dan 

 fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan 
 kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan 

 yang berkelanjutan. 



 
Korupsi mengakibatkan kolapsnya sistem ekonomi karena 

 produk yang tidak kompetitif dan penumpukan beban hutang 
 luar negeri. 




 

Korupsi yang 
 sistimatik 

 menyebabkan: 


 
Biaya politik oleh 

 penjarahan terhadap 
 suatu lembaga publik


 

Biaya sosial oleh 
 pembagian 

 kesejahteraan dan 
 pembagian kekuasaan 

 yang tidak semestinya



Bagian Lima
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

 
Selama ini, persoalan korupsi dilihat secara terpisah dari 

 hak asasi manusia (HAM). Bahkan dalam perbincangan 
 tentang

 
agenda pemberantasan korupsi, perspektif 

 penegakan HAM kurang mendapat perhatian. 


 
Padahal sesungguhnya, HAM bisa menjadi salah satu alat 

 analisis terhadap praktek karena
 

korupsi
 

selalu 
 menimbulkan korban, yaitu masyarakat luas. Ini yang 

 membedakan secara mendasar antara koruptor dan 
 maling



 
Bila sekolah dicuri, yang hilang mungkin hanya uang, 

 seperangkat peralatan mengajar, dsb. Tetapi bila korupsi 
 terjadi di sekolah, bisa diperkirakan  maka kerugian akan 
 lebih besar termasuk turunya kualuitas pendidikan
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

 

Kaitan HAM dan korupsi dapat dilihat pada Universal Declaration of 
 Human Right, ICCPR, dan ICESCR



 

Dengan menggunakan HAM sebagai perspektif dalam melihat dan 
 menganalisis korupsi, kita dapat menunjukkan korban dan kewajiban 

 yang harus dipenuhi oleh negara



 

Melalui analisis HAM, wacana korupsi dapat dibersihkan dari kajian 
 dalam bentuk angka dan perhitungan teknis serta analisis hukum yang 

 manipulatif.



 

Melalui HAM, kita melihat
 

deretan korban korupsi yang akan terus 
 bertambah.



 

Dengan menggunakan analisis HAM, strategi pemberantasan korupsi 
 juga dapat diperkaya. Strategi pemberantasan korupsi dapat diarahkan 

 untuk meminta pertanggungjawaban negara (pejabat) terhadap 
 sejumlah praktek korupsi yg merupakan pelanggaran HAM
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

 
Korupsi menyebabkan berbagai krisis yang berujungan pada 

 terjadinya pelanggaran HAM 



 
Fungsi dan struktur lembaga pelayanan publik menjadi berbiaya tinggi



 
Menyebabkan marginalisasi ekonomi dan sosial bagi orang miskin



 
Investasi hancur karena tidak bisa berkompetisi



 
Korupsi juga mendistorsi politik, legislatif dan eksekutif melakukan 

 kompromi‐kompromi yang koruptif


 
Sebuah generasi bisa musnah karena korupsi (kematian manusia 

 akibat kelaparan, kehancuran ekonomi, ekploitasi sumber daya alam 
 tanpa memikirkan keberlanjutan kehidupan alam itu di masa‐masa 

 mendatang.
 Semua ini menampakkan suatu benang merah yang cukup jelas 

 antara HAM dan korupsi; perilaku korup sesungguhnya adalah 
 perilaku melanggar HAM

44
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IsiIsi PembuatPembuat

PelaksanaPelaksanaKulturKultur

Kebijakan Anti-korupsi





 

Isi kebijakan
Kebijakan 

 
anti‐korupsi 

 
akan 

 
efektif 

 
apabila 

 
di 

 
dalamnya 

 
terkandung 

 unsur‐unsur yang terkait dengan persoalan korupsi. 


 

Pembuat kebijakan
Kualitas 

 
isi 

 
kebijakan 

 
tergantung 

 
pada 

 
kualitas 

 
dan 

 
integritas 

 pembuatnya. 


 

Pelaksana kebijakan
Kebijakan 

 
yang 

 
telah 

 
dibuat 

 
dapat 

 
berfungsi 

 
apabila 

 
didukung 

 
oleh 

 aktor‐aktor 
 

penegak 
 

kebijakan; 
 

yaitu 
 

kepolisian, 
 

kejaksaan, 
 

pengadilan, 
 pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. 



 

Kultur kebijakan
Eksistensi 

 
sebuah 

 
kebijakan 

 
terkait 

 
dengan 

 
nilai‐nilai, 

 
pemahaman, 

 sikap, 
 

persepsi, 
 

dan 
 

kesadaran 
 

masyarakat 
 

terhadap 
 

hukum 
 

atau 
 undang‐undang 

 
anti 

 
korupsi. 

 
Lebih 

 
jauh 

 
kultur 

 
kebijakan 

 
ini 

 
akan 

 menentukan 
 

tingkat 
 

partisipasi 
 

masyarakat 
 

dalam 
 

pemberantasan 
 korupsi.




 

Penyelewengan, pelanggaran hukum dan berbagai 
 tindak pidana lainnya, tidak boleh ditoleransi 


 

Pemerintah atau pemegang wewenang dalam 
 lembaga‐lembaga pemerintah, tidak diberi legitimasi 

 oleh Konstitusi dan UU untuk menghukum atau 
 menjatuhkan sanksi hukum terhadap para pelaku 

 penyelewengan, pelanggaran hukum atau berbagai 
 tindak pidana lainnya


 

Setiapkasus yang terkait dengan ini haruslah 
 dibuktikan kesalahannya. Di sinilah ruang lingkup 

 wilayah kekuasaan kehakiman untuk menerapkan 
 wewenang dan menjalankan sistem peradilan
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

 
Berbagai sengketa yang bersifat perdata atau pribadi, termasuk 

 sengketa lahan dan utang piutang maupun niaga juga dapat 
 dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan



 
Sengketa dalam Pemilu dan Pemilukada pun dapat diselesaikan 

 melalui pengadilan. Begitu juga ketidaksetujuan seseorang atau 
 kelompok atas leputusan pemerintah maupun ketentuan atas 

 suatu UU. Secara khusus, ada pula ruang lingkup disiplin dan 
 tindakan berkaitan dengan perihal kemiliteran



 
Fungsi kekuasaan kehakiman adalah menegakkan hukum melalui 

 penyelenggaraan peradilan yang independen dan tidak memihak 
 agar keadilan dapat dicapai



 
Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, kekuasaan 

 kehakiman tidak dapat dengan semaunya tetapi harus tunduk 
 pada ketentuan‐ketentuan hukum acara yang ditentukan dalam 

 Konstitusi dan dalam UU
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

 
Secara garis besar, kekuasaan atau wewenang kehakiman 

 mencakup dua bidang pokok, yaitu perdata dan pidana. 
 Bidang yang relevan dengan ruang lingkup studi ini adalah 

 kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan tindak atau 
 pelanggaran pidana (crime) yang mendasari suatu 

 penghukuman, khususnya tindak pidana korupsi (Tipikor)


 
Sejak 2002, telah dibentuk KPK berdasarkan UU No. 30 

 Tahun 2002 tentang KPK. Komisi ini berwenang hanya 
 sampai pada penyidikan dan penuntutan, karena 

 wewenang kehakiman tetap memutuskan hukuman atau 
 menjatuhkan vonis terhadap terdakwa. Komisi ini 

 memiliki wewenang untuk menegakkan ketentuan‐
 ketentuan yang tercantum dalam UU Tindak Pidana 
 Korupsi (UU Tipikor)
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

 
Pemerintah dan DPR wajib menghormati independensi kekuasaan 

 kehakiman atau lembaga peradilan yang berada dalam wilayah 
 kewenangan MA. Karena kekuasaan kehakiman dilegalkan 

 sebagai kekuasaan yang relatif otonom atau merdeka dari cabang 
 kekuasaan negara yang lain, untuk menyelenggarakan sistem 

 peradilan secara jujur dan tidak memihak (impartial)


 
Kendati tidak boleh diintervensi, pelaksanaan wewenang dan 

 fungsi kehakiman, perlu diawasi –
 

demi menjaga kehormatan, 
 martabat dan perilaku hakim – oleh Komisi Yudisial.85 Komisi 
 Yudisial dibentuk sebagai pengakuan terhadap prinsip 

 independensi badan peradilan dalam menjalankan fungsinya


 
Untuk mencegah badan peradilan ini menyalahgunakan 

 kekuasaan dan independensinya dalam menjalankan wewenang 
 dan fungsinya maka dibentuk Komisi Yudisial
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